SALINAN

BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 3§ TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH

Menimbang : a.

Mengingat :

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka dibentuk Peraturan Bupati tentang
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4367);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi
Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165j;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe elatan Tahun 2007
Nomor 10);



Menetapkan :
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Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10j;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG MEKANISME
PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
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Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD
selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah;

Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD;

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah
Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah;

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
Perangkat Daerah;
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selajutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya,;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi perangkat daerah;

Kegiatan adalah bagian dari program yang melaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa;

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen yang
memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah adalah
dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran;

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan
dalam setiap periode;

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan ini sebagai pedoman penyusunan anggaran kas pemerintah
daerah dalam rangka mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk
mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang
tercantum dalam DPA/DPPA Perangkat Daerah yang telah disahkan;

(2) Untuk mewujudkan mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah
Daerah yang tertib.

BAB III
TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN KAS

Pasal 3

(1) Dalam proses penatausahaan, anggaran kas mempunyai peran penting
sebagai alat kontrol dan pengendalian;

(2) Dokumen anggaran dibuat (direkapitulasi) oleh TAPD untuk ditetapkan oleh
PPKD selaku BUD yang tahap berikutnya menjadi dasar pembuatan SPD.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam tahapan penyusunan

anggaran kas adalah :

a. PPKD selaku BUD bertugas melakukan pengesahan rancangan Anggaran
Kas sebagai dasar penyusunan SPP di Perangkat Daerah,;

b. OPD bertugas menyusun Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah
berdasarkan DPA/DPPA Perangkat Daerah yang telah dibuat, dengan
memperhatikan jadwal kegiatan dan kebutuhan rill;

c. TAPD mempunyai tugas :

1) Melakukan verifikasi Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah
bersama Kepala Perangkat Daerah,;

2) Melakukan rekapitulasi Rancangan Anggaran Kas dari Perangkat
Daerah.
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BABV
LANGKAH-LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan Anggaran Kas berdasarkan
Rancangan DPA/DPPA Perangkat Daerah dan menyerahkan Rancangan
Anggaran Kas Perangkat Daerah kepada PPKD selaku BUD bersamaan
dengan rancangan DPA/DPPA Perangkat Daerah paling lambat 6 (enam)
hari kerja setelah pemberitahuan ke Perangkat Daerah tentang penyusunan
DPA/DPPA Perangkat Daerah;

TAPD Melakukan Verifikasi terhadap Rancangan Anggaran Kas bersama-
sama Kepala Perangkat Daerah;

PPKD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah berdasarkan Rancangan
Anggaran Kas Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh TAPD guna
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan setipa periode;

Rancangan Anggaran Kas Perangkat Daerah dibuat arsip oleh PPKD,
sedangkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang telah disahkan
digunakan sebagai dasar dalam proses penerbitan Surat Penyediaan Dana;
Setelah Penetapan Anggaran Kas, PPKD dalam rangka Manajemen kas
menerbitkan SPD yang dilakukan perbulan, pertriwulan atau persemester
sesuai dengan ketersediaan dana.

Pasal 6

Format Penyusunan Anggaran Kas sebagaimana tercantum pada Lampiran,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

Pada tanaaal 24 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 34

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

AR EN KONAWE SELATAN,

A5
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a. Format Anggaran Kas Pendapatan

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR “25 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN
KAS PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

ANGGARAN KAS PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 202...

Urusan I 00000 Urusan 00000
Organisasi T X00000¢ YO0000(
2 i Anggaran Triwulan | Triwulan il - Triwulan il : Triwulan IV
g H9F8 % Uralan ! TahunInl (Rp) : (Rp) : (Rp) : (Rp)
: Rekening : ! H ' '
H H (Rp) H H H
H . . caemsemange T ST cenan P Y T ' " R 1 greasasanas
: Jan Feb Mar Apr Mel Jun : Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 2 3 5 6 : 7 8
E-4-j----‘-----EFE--N-D--A-P-A-‘I:A-N--A-éL-I----r-----------------a---------------\--------------E -------------- E---------------.---------------\.--------------1:-----------------------------a--------------s---------------: ------------------------------
E :DAERAH : : : : E
14.1.4 iLain-lain Pendapatan : e H . H H
: !Asli Daerah yang Sah | : E : :
1414 Exxmxxumxmnxmx? o ' ' : 1 o
§4-1-4->0<XX memooc{xmxmmnx - . T- ' e ~
§Jumlah Pendapatan Per Bulan : :
LR L O T PR T PO Fooeeneeneeeneaa F EPRDEPPIUDPYLY R . Froesesenaaenns R PR o foremsneenanns Y ereceneanean- R, L St EIELLIL LS :
?Jumlah Pendapatan Per Triwulan
N e e G (PRt b e e R A e s ey o e R T e S i e 3 b S e SRR B R e e A N ;
Andoolo, ..................
Kepala Badan/Dinas/Kantor
J0COVOOVOOVOORXX

NIP 0000000000000



b. Format Anggaran Kas Belanja Tidak Langsung
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

ANGGARAN KAS BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 202.......

Urusan 00000 Urusan 0000000000000000000000000000000(

......................................................................................................................................................................................................................

: : ! Anggaran E : :
: o : : Ta?ugm mo Triwulan | : Triwulan I Triwulan Il Triwulan IV :
e Uraian ; (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) : (Rp)
! Rekening : : P : : : : ;
: : SRR = S, R prmee - nemiEan Tt S ——— bemreeeemeamrni e e e s eneesagee e e e eanne s ;
: : : Jan : Feb : Mar : Apr : Mei : Jun : Jul : Ags : Sep ; Okt Nov Des :
o1 2 : 3 E 5 E 6 T L 7 T proTTY g T :
5'5:-1 ----------- :,B--E-I:A-N-Jh- :I'.I'D.A.k ------- n:. ----------------- E -------------- :r -------------- E- ------------- -E -------------- E -------------- ; -------------- E- ------------- -E -------------- E -------------- gu ------------- 5- ------------- A SRRRDLLLELEELE E
: LANGSUNG a s a 5 a s 5 s s s a e = I
15.1.1 :Belanja Pegawal : H : H : H T : o : - 3 { :
5101 Belanja Gaji dan : : : : - : ; ;
: {Tunjangan : ki : : : L : ; = : : E : :
511010 1Gaji 00000000000XX : : : : ' : H : : 2 r 5 : i
{Jumilah Alokasl Belanja Tidak : : : : : : : : : : :
:Tangsung Per Bulan . : : : : : : : : : : : : i
freneenneassne s frmrenneannnanns frrnmnnaneanees e =t e eameeenn .: .............. .... .............. RO Y A H
iJumiah Alokasi Belanja Tidak : ' : : : :
iTangsung Per Triwulan : ]
‘Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja :
:Tidak Langsung Per Triwutan : : : : : :
T——— S A S A I AR, SR e oo e oo e oo ,

Kepala Badan/Dinas/Kantor
200OOORKIOKOONKK

NIP 3000000000000



Format Anggaran Kas Belanja

C.

Urusan 01xx

Organisasi 300000¢
Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Langsung

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
ANGGARAN KAS BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 202

Urusan 500000000000000000000000000000000000000X

X X000 X300 XK. O X000 XX

200000000000000000CCO00C00N00N0C0000C000N

i ' § Anggoran ¢ Triwulan | : Triwulan Il : Triwulan lll : Triwulan IV :
P Kode i, i Tewenl o (Re) E (Rp) E (Rp) E (Rp) ;
! Rekening : (Rp) :
Jan Feb Mar Apr Mel Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
K ni 0, et e s e S S ninieieinie e e me TSl R R i min)e SE e T s e lsin o sl i = R R R R RS TS | S - S A ARSI | . S :
S 2 S 5 : 6 : 7 ; ; :
B B A i P 15 0 s S w5 I B 5 5 R S 5 ST e (8l 1ja a15|,aa1nTa]]sTals laisis]sis‘aials a/aTalajaiein/nislatas /s nia]e1a sl P eisTaTa a s aln1e o ls I/ b n = & EIa T T s ST ETl)m eI & 5 R ieje B e s [e[e = e e e[Sl = =SB R & S SRR H
52 YBEUANJA LANGSUNG | CH o; o; L CH o o o o: of 0; o; 0:
57x Beianja : ot o of o o o} o of o o o} o o
L XOOOOOCKKKKXX XXX : v H
:52xx¢  iBelanja : o o 0; * o; ; 0: & ; o; o o; o
' 1 100000000000000000 ' : ' : : H ; E . : H . : :
525000 iBelanja : 0: o: o o; o 0; o o o o o} o of
: bococecommnoooooons | 5 : 5 : 5 e s 5 s s ' : :
: K [ o 0: o: 0: 0: [ 0: 0: 0: 0; O: 0:
:Jumiah Alokasi Belanja Langsung  : ' ' ' i H ' H : ' ' : : :
iPer Bulan : : : 5 ; : : : 5 5 5 5 s :
E ...................................... : 5 e e i -------E- mseaemumsessbocsmcssaveaasnmanne --------E- o R A e B - .-.--:u TR\ . R ....E
1Jumlah Alokasl Belanja Langsung : 0,00: 0,00: 0,00: 0’00:
iPer Triwulan : : : i : ;
SommisR e T e AR R R e e A e e R e R e e R L R ey e T e, e e P e S
; : G 0,00; 0,00 0,00; 00:
:Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja : : : : : :
:Langsung Per Triwulan :

Kepala Badan/Dinas/Kantor
VOOV

NIP 30000000000000000



d. Format Anggaran Kas Belanja Pembiayaan Penerimaan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

ANGGARAN KAS PEMBIAYAAN PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN 202..........

Urusan L 00X Urusan 0060000000000000000000000000000000000¢

Organisasi I 00000000 Y0000000000000C0C000000NCC000000000XKX

: Anggaran |

! Kode ! i Anog :

: Rekening i Uralan Tahun Ini :

: : ®Rp) i

16.1.x Exxxxxxxmxxxx;&;uxg o 0 o o: OE OE 0. ['H 0. [H
SXOOCOOOOCOEXX XXX : H H
i i P ¢ - i ; 3 : 3 F =3
H H 0: 0: 0r 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
:Jumlah Pembiayaan Penerimaan Per: : : : : . H : H i .
:Bulan : : H : i 4
E-.-....-........................-.....: o : —— .....-.-.............-....-..:.........................-....'-..............;........-.-..-...-..-...-..-.’..-..-...- -.:
1Jumiah Pembiayaan Penerimaan Per: [ 0,00: 0,00: 0,00: 0,00:
Triwulan :

Kepala Badan/Dinas/Kantor x000000000000000000

200000OONKXIIVOOKOVKXX
NIP 0000000000000



e.

Urusan

Format Anggaran Kas Belanja Pembiayaan Pengeluaran

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
ANGGARAN KAS PEMBIAYAAN PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202.......

Urusan x00000000000000000000000000000C00000000

Anggaran Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
§ _Wode o Uraian ! Tahuninl (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
+ Rekening ! H ' H H H H
: : : (Rp) : . : : :
' . - Pomrmsmcacnanny mmcemceteanaan guevmrrnsananne !. .............. femeeeTcasenas qResesssssannnn frescansnnanans prreeessscssnassssssasnnnnnna frreencncannans ge=essmcecncnce prresssnasnnnns H
: : Jan Feb : Mar : Apr Mel Jun Jul Ags i Sep Okt Nov Des
I 2 : 3 : 5 6 7 8 ¢
Y TPENGELUARAN H o T T A or T o Ty o or T oy Ty o T o T o:
: {PEMBIAYAAN DAERAH : : H : : : : : : : : : :
§e.z.x Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg 4 o 0 0; o 0l o t 5 o Gi 0? °§
; oo ; s 5 ; : s 5 5 : : s 5 s 5
! : == . o or or o 0; o GH or or 0: G} o o
:Jumlah Pemblayaan Pengeluaran  : : : : : : : : : : : :
{Per Bulan : :
s -------------------------------------- : 0: S : : -------------------------- ‘: -------------- fuesvesancsnssss Masssss .. é
‘Jumlah Pemblayaan Pengeluaran ! : 0,00: 0,00; 0,00: 0,00:
:Per Triwulan : : : 3 - :
:Sisa Kas Setelah Dikurangi : 0: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00;
‘Pembiayaan Pengeluaran Per : :
iTriwulan :

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT

L

DAERAH

, 5;\5"" Tingkat I, IV/b
10720715 200112 1 004

EN KONAWE SELATAN,

Andoolo,

Kepala Badan/Dinas/Kantor 300000

200000000000000CO0OO00OOO

NIP 0000008k 000nnoomox


QWERTY
Draft

QWERTY
Draft




